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ABSTRAK 
SARIF FEBRIANSYAH (B111 09 433), dengan judul “ANALISIS 
TERHADAP BENTUK PENDIDIKAN HUKUM MELALUI MEDIA MASSA 
CETAK DI KOTA MAKASSAR”. Di bawah bimbingan bapak A. Pangeran 
Moenta, sebagai Pembimbing I dan ibu Wiwie Heryani, sebagai 
Pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk konsep pendidikan hukum 
yang ideal melalui  media massa cetak di Kota Makassar dan tingkat 
kesadaran hukum masyarakat melalui pemberitaan media massa cetak di 
Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Fajar di wilayah hukum Kota 
Makassar. Data yang diperoleh dengan metode wawancara, kemudian  
dijadikan bahan kajian dari sudut pandang hukum masyarakat dan 
pembangunan sesuai dengan fokus penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pendidikan hukum yang 
ideal melalui media massa cetak di Kota Makassar adalah dengan 
menyediakan rubrik konsultasi hukum dan penginformasian keberadaan 
dan isi dari suatu aturan hukum tertentu. Rubrik konsultasi hukum 
berfungsi untuk memberikan solusi hukum (legal solving) mengenai 
permasalahan hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Selain itu 
penginformasian mengenai keberadaan dan isi dari suatu aturan tertentu 
juga merupakan bagian dari pendidikan hukum yang dapat dilakukan oleh 
media massa cetak di Kota Makassar. Kemudian peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat melalui pemberitaan media massa cetak di Kota 
Makassar belum maksimal. Selama ini media massa cetak hanya 
memberikan wadah konsultasi hukum bagi masyarakat. Media massa 
cetak di Kota Makassar belum melakukan penginformasian keberadaan 
maupun isi dari suatu aturan hukum tertentu. Kurangnya informasi 
masyarakat mengenai suatu aturan hukum menyebabkan rendahnya 
kesadaran hukum (pola perilaku hukum) di kalangan masyarakat. Masih 
diperlukan penerapan dari bentuk pendidikan hukum yang ideal melalui 
media massa cetak di Kota Makassar. Hal ini dipandang penting sebab 
media massa cetak merupakan alat yang efisien dan efektif dalam 
memberikan suatu pendidikan massal kepada masyarakat. 
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ABSTRACT 
SARIF FEBRIANSYAH (B111 09 433), with the title " ANALYSIS OF THE 
FORM OF LEGAL EDUCATION THROUGH THE PRINT MEDIA IN 
MAKASSAR”. Under the guidance of A. Pangerang Moenta., as 
Supervisor I and Wiwie Heryani., as Supervisor II.  
The purpose of this research is to study the concept of an ideal law 
through print media in Makassar and the level of public awareness through 
mass media printed in Makassar. 
This research was conducted at PT. Fajar in the jurisdiction of the 
city of Makassar. Data obtained by the interview method, then used as 
study materials from the standpoint of public law and development in 
accordance with the focus of the author. 
The results showed that the ideal form of legal education through 
print media in Makassar is to provide legal consulting and informing the 
rubric of the existence and content of a particular rule of law. Legal 
consultation section serves to provide legal solutions regarding legal 
issues that are owned by members of the public. In addition 
penginformasian about the existence and contents of a specific rule is also 
part of the legal education that can be performed by the print media in 
Makassar. Then increase public awareness through mass media printed in 
Makassar is not maximized. During this time the print media only provide 
legal advice to the public container. Print media in Makassar has not done 
penginformasian the existence and content of a particular rule of law. Lack 
of public information regarding a legal rule to lack of awareness of the law 
(law of behavior patterns) in the community. Still required the application of 
the ideal form of legal education through print media in Makassar. This is 
considered important because the print media is an efficient and effective 
tool in providing a mass education to the community 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Barang siapa menguasai informasi maka dia akan menguasai 
dunia. Begitu luar biasanya pengaruh media. Seseorang bisa menjadi 
begitu terkenal atau terpuruk hanya karena pemberitaan di media massa. 
Kasus Paul Wolfowitz dan Sri Mulyani bisa digunakan sebagai contoh.1 
Kejatuhan tragis mereka adalah sukses besar hasil kerja media massa. 
Media mengekspos tentang bangkrutnya seorang pengusaha, 
pengambilan kebijakan yang keliru, juga aneka kasus yang melingkupi 
keduanya. Padahal kualifikasi mereka sebagai pejabat profesional sangat 
sulit dicari bandingnya. 
Mereka memiliki reputasi kerja terbaik di bidangnya masing-masing. 
Cerdas, disiplin, dan disegani di tingkat dunia. Tapi semua itu tidak 
bermakna sama sekali di tangan media massa. Besarnya pengaruh media 
massa juga didukung oleh survey yang dilakukan salah satu lembaga 
penelitian di Amerika Serikat. Hasilnya sungguh menakjubkan, 72 persen 
masyarakat mengatakan mereka percaya berita tersebut.2 Mereka yang 
mengikuti perkembangan berita setiap hari, melalui televisi dalam negeri 
(82 persen) dan surat kabar lokal dan nasional (75 persen) lebih percaya 
terhadap media massa dibanding pemerintah. 
                                                          
1 Tribun-Timur.com, Media Massa dan Pendidikan Karakter, Diakses dari 
http://makassar.tribunnews.com/2011/09/26/media-massa-dan-pendidikan-karakter, 
Diakses pada 7 Juni 2014, Pada Pukul 20.34 WITA. 
2 Ibid. 
2 
Di Indonesia, tingkat kepercayaan itu menghasilakn angka 86 
persen untuk kepercayaan terhadap media massa dan 71 persen untuk 
pemerintah.3 Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media 
massa seyogianya tidak hanya bisa dimanfaatkan mereka yang memiliki 
kepentingan politis. Namun juga harus dapat dilihat dengan jeli oleh para 
praktisi pendidikan. Misalnya, lembaga yang terkait langsung untuk 
melakukan rekonstruksi terhadap metode pembelajaran konvesional, 
departemen pendidikan. Terutama pendidikan karakter pada masyarakat. 
Hal ini penting untuk segera mendapatkan perhatian, karena pendidikan 
karakter akan membentuk watak masyarakat menjadi generasi yang tidak 
hanya mumpuni namun juga berjiwa intelektual. 
Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengatakan, setidaknya ada 
tiga konsep pendidikan karakter yang harus diaktualisasikan.4 Pertama, 
pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk 
Tuhan. Di sinilah seorang anak dibimbing untuk lebih bersahaja. 
Menumbuhkan rasa cinta kasih, dan melihat tindakan kekerasan adalah 
hal yang merugikan. Baik bagi diri sendiri, apalagi lingkungan sekitar. 
Turunan dari konsep ini adalah kejujuran dan optimisme melihat setiap 
kemungkinan yang ada. Kedua, karakter yang berkaitan dengan keilmuan. 
Konsep ini menjabarkan tentang pentingnya memantik budaya intelektual 
anak. Menjadikan seseorang terbiasa terhadap segala sesuatu yang 
berkaitan dengan keilmuan. Dari sinilah akan lahir ide-ide kreatif dan 
inovatif dalam berbagai disiplin ilmu. 
                                                          
3 Ibid. 
4 Ibid. 
3 
Selain itu, meningkatnya kesadaran keilmuan akan turut 
meningkatkan dominasi pertimbangan rasionalitas di banding emosional. 
Hal ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan yang akhir-akhir ini 
semakin mengkhawatirkan. Konsep ketiga, pendidikan karakter yang 
berkaitan dengan kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 
Hal ini bisa dilakukan dengan menampilkan berita-berita yang sarat 
dengan pesan edukatif, mengangkat kearifan lokal, dan penanaman 
kembali nilai-nilai ke-bhenika tunggal ika-an. 
Bagi  media massa di Indonesia atau insan pers nasional, fungsi 
dan peranannya sudah digariskan secara jelas dan tegas dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 
Pers). Dalam pasal 3 ayat 1 UU Pers disebutkan, pers nasional 
mempunyai fungsi sebagai: 
1) Media informasi 
2) Pendidikan 
3) Hubungan 
4) Kontrol Sosial 
Disamping fungsi-fungsi tersebut (ayat 1), pers nasional dapat 
berfungsi sebagai lembaga ekonomi. UU Pers juga menegaskan secara 
khusus tentang peranan pers. Dalam pasal 6 UU Pers dikatakan pers 
nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: 
1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 
2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia 
serta menghormati kebhinekaan; 
3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 
tepat, akurat, dan benar; 
4 
4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan umum; 
5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 
Penjelasan tentang pasal 6 tersebut lebih menekankan  lagi 
peranan pers nasional.  Pers nasional mempunyai peranan penting dalam 
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan 
pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan 
benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran 
serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang 
tertib. Kiranya sangat jelas perintah UU tersebut bagi pekerja media 
massa di Indonesia. Insan pers nasional menjalankan fungsi dan peranan 
yang sangat mulia meskipun pelaksanaannya bukan perkara sepele. Dan, 
tepatlah bila forum Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum yang 
diselenggarakan Kanwil Departemen Hukum dan HAM NTT tahun 2012 ini  
memandang penting peranan media massa untuk ikut mendorong 
terciptanya masyarakat sadar hukum di daerah ini. Masyarakat yang tahu 
hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang terikat dengan 
norma sosial/hukum.5  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas 
mengenai konsep pendidikan hukum melalui media massa cetak di kotak 
Makassar untuk dapat mengetahui bagaimana konsep yang dijalankan 
oleh beberapa perusahaan media massa cetak dalam melaksanakan 
fungsi pendidikannya. 
                                                          
5 Dion DB Putra, Peranan Media Massa Dalam Penyuluhan Hukum, Diakses dari 
http://www.dionbata.com/2013/11/peranan-media-massa-dalam-penyuluhan.html, 
Diakses pada 7 Juni 2014, Pada Pukul 21.00 WITA 
5 
B. Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah: 
1) Bagaimanakah konsep pendidikan hukum yang ideal melalui  
media massa cetak di Kota Makassar ? 
2) Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat melalui 
pemberitaan media massa cetak di Kota Makassar ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1) Untuk mengetahui konsep pendidikan hukum yang ideal melalui  
media massa cetak di Kota Makassar. 
2) Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat melalui 
pemberitaan media massa cetak di Kota Makassar. 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1) Agar dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu 
hukum, khususnya pada jurusan hukum masyarakat dan 
pembangunan. 
2) Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat memilah 
dan memilih pemberitaan yang mendidik demi perkembangan 
intelektualitas masyarakat itu sendiri. 
3) Sebagai bahan rujukan untuk para akademisi dan praktisi di dunia 
hukum demi penegakan hukum yang lebih progresif. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Telaah Mengenai Pendidikan 
1. Definisi Pendidikan 
Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk 
meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi 
pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). 
Pendididkan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan 
cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. 
Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.6 
Driyarkara mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan 
manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut 
mendidik. Menurut Rousseau Pendidikan adalah memberi kita perbekalan 
yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya 
pada waktu dewasa.7 
Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung 
banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Sebagai proses transformasi 
budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari 
generasi satu ke genari yang lain. Sebagai proses pembentukan pribadi, 
pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik 
terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.8 
                                                          
6 Fuad Ihsan, 2005, Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK, Jakarta: Rineka 
Cipta, hlm. 23. 
7 Abu Ahmadi, 2003, Psikologi Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 71. 
8 Umur Tirtarahardja, 2005, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33. 
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Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran yaitu 
pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang 
dewasa, dan bagi yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir 
ini disebut pendidikan diri sendiri (zelf vorming). Kedua-duanya bersifat 
alamiah dan menjadi keharusan. Bayi yang baru lahir kepribadiannya 
belum terbentuk, belum mempunyai warna dan corak kepribadian yang 
tertentu. Ia baru merupakan individu, belum suatu pribadi. Untuk menjadi 
suatu pribadi perlu mandapat bimbingan, latihan-latihan, dan  pengalaman 
melalui bergaul dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan 
pendidikan.9 Bagi mereka yang sudah dewasa tetap dituntut adanya 
pengembangan diri agar kualitas kepribadian meningkat serempak 
dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam 
hubungan ini dikenal apa yang disebut pendidikan sepanjang hidup. 
Pembentukan pribadi mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa 
(kognitif, afektif, dan psikomotor) yang sejalan dengan pengembangan 
fisik.10 
 
2. Tujuan Pendidikan 
Langeveld mengemukakan serangkaian tujuan pendidikan, yang 
saling bertautan sebagai berikut:11 
1) Tujuan umum 
Sebagaimana telah diuraikan di dalam “usaha-usaha pendidikan”, 
maka tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik. Hal 
                                                          
9 Ibid., hlm. 34. 
10 Ibid. 
11 Abu Ahmadi, op.cit., hlm. 75. 
8 
ini berarti bahwa semua aktifitas pendidikan seharusnya diarahkan 
ke sana, demi tercapainya tujuan umum tersebut. 
2) Tujuan khusus 
Untuk mencapai tujuan umum, kita perlu juga melewati jalan-jalan 
yang khusus. Untuk mengkhususkan tujuan umum itu, kita dapat 
mempergunakan beberapa pandangan dasar (prinsip) sebagai 
berikut: 
a) Kita harus melihat kemungkinan - kemungkinan, 
kesanggupan kesanggupan pembawaan, umur, dan jenis 
kelamin anak didik. 
b) Kita harus melihat lingkungan dan keluarga anak didik. 
c) Kita harus melihat tujuan anak didik dalam rangkaian 
kemasyarakatannya. 
d) Kita harus melihat diri kita sendiri selaku pendidik. 
e) Kita harus melihat lembaga tugas lembaga pendidikan 
dimana anak itu dididik. 
f) Kita harus melihat tugas bangsa dan umat manusia dewasa 
ini, dan disini. 
3) Tujuan tidak lengkap 
Ini adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari 
satu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup 
tertentu. Misalnya kesusilaan, keagamaan, keindahan, 
kemasyarakatan, pengetahuan, dan sebagainya. Dari masing 
masing aspek itu mendapat giliran penanganan dalam usaha 
pendidikan atau maju bersama-sama secara terpisah. 
9 
4) Tujuan Sementara 
Tujuan sementara ini adalah titik-titik perhatian sementara, yang 
kesemuanya itu sebagai persiapan, untuk menuju kepada tujuan 
umum tersebut, Misalnya : membiasakan anak suku bersih, tidak 
membuang air kecil di sembarang tempat, membiasakan anak 
berbicara sopan, melatih anak mengerjakan sesuatu yang 
bermanfaat. 
5) Tujuan Insidental 
Tujuan ini sesungguhnya adalah tujuan yang terpisah dari tujuan 
umum, tetapi kadang-kadang mengambil bagian dalam nenuju ke 
tujuan umum. Misalanya,anak kadang-kadang kita ajak makan 
bersama-sama (karena merasa perlu), tetapi lain kali tidak. Anak 
kadang-kadang kita marahi (karena melakukan kesalahan), tetapi 
lain kali tidak demikian. 
6) Tujuan intermediet 
Tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan 
sesuatu pengetahuan dan keterampilan demi tercapainya tujuan 
sementara. Misalnya, anak belajar membaca, menulis, matematika, 
berhitung. 
3. Dasar Hukum Pendidikan Nasional 
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. 
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 
potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang 
dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) (UUD 1945) 
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menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 
dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh 
komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut 
diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan 
memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan 
manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi 
berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek 
kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut 
menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan 
kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan 
potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang 
dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan 
yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi 
setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan 
tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar 
pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-
prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan 
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berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan 
pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem 
pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan 
yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta 
pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. 
Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk 
memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. 
Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan 
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 
semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman 
yang selalu berubah. 
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai 
misi sebagai berikut: 
1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat 
Indonesia; 
2)  membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 
secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 
mewujudkan masyarakat belajar; 
3)  meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan 
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 
4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, 
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keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar 
nasional dan global; dan 
5)  memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 
Kesatuan RI. 
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. 
Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini 
meliputi: 
1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 
2)  pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 
3)  proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 
4)  evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang 
memberdayakan; 
5)  peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 
6)  penyediaan sarana belajar yang mendidik; 
7)  pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan 
dan berkeadilan; 
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8)  penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 
9)  pelaksanaan wajib belajar; 
10) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 
11) pemberdayaan peran masyarakat; 
12) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 
13) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 
Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan 
pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan 
berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan 
pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diperbaharui dan diganti 
menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). 
 
B. Tinjauan Sosio-Yuridis Tentang Pendidikan 
1. Fungsionalisme Struktural Tentang Pendidikan 
 Selama hidupnya Parsons membuat sejumlah besar karya teoritis. 
Ada perbedaan penting antara karya awal dan karya yang belakangan. 
Dalam bagian ini kita akan membahas karya-karyanya yang belakangan, 
teori structural-fungsional. Bahasan tentang fungsionalisme structural 
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Parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi  penting untuk semua 
sistem “tindakan”, terkenal dengan skema AGIL. Sesudah membahas 
empat fungsi ini kita akan beralih menganalisis pemikiran Parsons 
mengenai struktur dan sistem. 
 AGIL. Suatu fungsi (function) adalah ‘kumpulan kegiatan yang 
ditujukan  ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”. 
Dengan menggunakan definisi  ini, Parsons yakin bahwa ada empat 
fungsi penting diperlukan semua sitem -adaptation (A), goal attainment 
(G), integration (I), dan latency (L) atau pemeliharaan pola. Secara 
bersama-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal sebagai skema 
AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus memiliki 4 fungsi 
ini:12 
1) Adaptation (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi 
eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan 
lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan 
kebutuhannya. 
2) Goal attainment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus 
mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 
3) Integration (integrasi): sebuah sistem harus mengatur 
antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem 
juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya 
(A, G, L). 
                                                          
12 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: 
Kencana, hlm. 117. 
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4) Latency (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus 
memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi 
individual maupun pola-pola cultural yang menciptakan dan 
menopang motivasi.  
 Sistem sosial, konsep Parsons tentang sistem sosial  berawal pada 
interaksi tingkat mikro antara ego dan alter-ego yang didefinisikan sebagai 
bentuk sistem sosial paling mendasar. Ia sedikit sekali mencurahkan 
perhatian untuk menganalisis tingkat mikro ini, meski ia menyatakan 
bahwa gambaran sistem interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang 
lebih kompleks yang dilakukan oleh sistem sosial. Parsons dengan 
demikian mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut:13  
“Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling 
berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai 
aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi 
dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan 
kepuasan”, yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan 
dan dimediasi dalam term sistem symbol bersama yang terstruktur 
secara kultural.” 
 
Definisi ini mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-
konsep kunci dalam karya Parsons -yakni aktor, interaksi, lingkungan, 
optimalisasi kepuasan, dan kultur. 
 Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai 
sebuah interaksi, namun ia tak menggunakan interaksi sebagai unit 
fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Ia malah menggunakkan 
status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Konsep ini bukan merupakan 
satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan 
                                                          
13 Ibid., hlm. 119. 
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komponen struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi 
struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan 
aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya 
untuk sistem yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan 
tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status 
dan peran (sekurang-kurangnya dilihat dari sudut posisi di dalam sistem 
sosial ). 
 Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons terutama tertarik 
pada komponen-komponen strukturalnya. Di samping memusatkan 
perhatian pada status-peran, Parsons memperhatikan komponen sistem 
sosial berskala luas seperti kolektivitas, norma dan nilai. Namun dalam 
analisisnya mengenai sistem sosial, ia bukan semata-mata sebagai 
strukturalis, tetapi juga seorang fungsionalis. Ia menjelaskan sejumlah 
persyaratan fungsional dari sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus 
terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroprasi dalam 
hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Kedua, untuk menjaga 
kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang 
diperlukan dari sistem yang lain. Ketiga, sistem sosial harus mampu 
memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. 
Keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari 
para anggotanya. Kelima, sistem harus mampu mengendalikan perilaku 
yang berpotensi menggangu. Keenam, bila konflik akan menimbulkan 
kekacauan, itu harus dikendalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan 
hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.  
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 Adalah jelas dalam diskusi Parsons tentang persyaratan fungsional 
sistem sosial bahwa ia memusatkan perhatian pada sistem sosial berskala 
luas dan pada hubungan antara berbagai sistem sosial luas itu 
(fungsionalisme kemasyarakatan).14 Bahkan ketika ia berbicara mengenai 
actor, itu pun dari sudut pandang sistem. Bahasanya pun mencermkinkan 
perhatian Parsons terhadap pemeliharaan keteeraturan di dalam sistem 
sosial. 
 Aktor dan Sistem Sosial, namun demikian, dalam menganalisis 
sistem sosial ini, Parsons sama sekali tidak mengabaikan masalah 
hubungna antara aktor dan struktur sosial. Ia sebenarnya menganggap 
integrasi  pola nilai dan kecenderungan kebutuhan sebagai “dalil dinamis 
fundamental sosiologis”.15 Menurutnya, persyaratan kunci bagi 
terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses 
internalisasi dan sosialisasi. Parsons tertarik pada cara mengalihkan 
norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial itu. 
Dalam proses sosialisi yang berhasil, norma dan nilai itu menjadi bagian 
dari “kesadaran” aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka 
sendiri itu, actor sebenarnya mengabdi kepada kepentingan sistem 
sebagai suatu kesatuan. Seperti dinyatakan Parsons, “kombinasi pola 
orientasi nilai yang diperoleh (oleh actor dalam sosialisasi), pada tingkat 
yang sangat penting, harus menjadi fungsi dari struktur peran fundamental 
dan nilai dominan sistem sosial”. 
                                                          
14 Nanang Martono, 2011, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, 
Posmodern, dan Poskolonial, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 50. 
15 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, op.cit., hlm. 123. 
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Umumnya Parsons menganggap aktor biasa menjadi penerima 
pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak tak hanya mempelajari cara 
bertindak, tetapi juga mempelajari norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi 
dikonseptualisasikan sebagai proses konservatif, di mana disposisi-
kebutuhan (yang sebagian besar dibentuk oleh masyarakat) mengikatkan 
anak-anak kepada sistem sosial, dan sosialisasi itu menyediakan alat 
untuk memuaskan disposisi-kebutuhan  tersebut.  Kecil sekali, atau tak 
ada ruang, bagi kreativitas; kebutuhan untuk mendapatkan gratifikasi 
mengikatkan anak-anak kepada sistem sebagaimana adanya. Parsons 
melihat sosialisasi sebagai pengalaman seumur hidup. Karena norma dan 
nilai yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak cenderung yang bersifat 
sangat umum, maka norma dan nilai itu tidak menyiapkan anak-anak 
untuk menghadapi berbagai situasi khusus yang mereka hadapi ketika 
dewasa. Karena itu sosialisasi harus dilengkapi dengan serangkaian 
pengalaman sosialisasi spesifik sepanjang hidupnya. Norma dan nilai 
yang dipelajari ketika masih kanak-kanak cenderung tak berubah dan, 
dengan sedikit penguatan, cenderung tetap berlaku seumur hidup. Meski 
ada penyesuaian yang diakibatkan oleh sosialisasi seumur hidup, namun 
tetap ada sejumlah besar perbedaan individual di dalam sistem. 
Masalahnya adalah: mengapa perbedaan individual ini biasanya tidak 
menjadi problem besar bagi sistem sosial, padahal sistem sosial 
memerluka keteraturan? Pertama, sejumlah mekanisme pengendalian 
sosial dapat digunakan untuk mendorong ke arah penyesuaian. Tetapi, 
menurut Parsons pengendalian sosial adalah pertahanan lapis kedua. 
Sebuah sistem sosial berjalan dengan baik bila pengendalian sosial hanya 
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digunakan dengan hemat. Kedua, sistem sosial harus mampu 
menghormati perbedaan, bahakan penyimpangan tertentu. Sistem sosial 
yang lentur (flexible) lebih kuat ketimbang yang kaku, yang tak dapat 
menerima penyimpangan. Ketiga, sistem sosial harus menyediakan 
berbagai jenis peluang untuk berperan yang memungkingkan  bermacam-
macam kepribadian yang berbeda untuk mengungkapkan diri mereka 
sendiri tanpa mengancam integritas sistem. Sosialisasi dan kontrol 
sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial 
mempertahankan keseimbangannya. Individualitas dan penyimpangan 
diakomodasi, tetapi bentuk-bentuk yang lebih ekstrem harus ditangani 
dengan mekanisme penyeimbangan ulang (reequilibrating). Demikianlah, 
menurut Parsons, keteraturan sosial sudah tercipta di dalam struktur 
sistem sosial itu sendiri:16 
“Tanpa rencana sengaja dari siapa pun, di dalam sistem sosial 
berkembang mekanisme yang mampu membalikkan dan mencegah 
kecenderungan penyimpangan menjadi lingkaran setan yang 
berada di luar kontrol persetujuan-ketidaksetujuan dan sanksi 
imbalan-hukuman.” 
 
  Sekali lagi, perhatian utama Parsons lebih tertuju kepada sistem 
sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor di dalam sistem -bagaimana 
cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor 
menciptakan dan memelihara sistem. Ini mencerminkan komitmen 
Parsons terhadap berbagai masalah yang menjadi sejarah perhatian 
fungsionalisme struktural.17 
                                                          
16 Ibid., hlm. 122. 
17 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2007, Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan, 
Jakarta: Kencana, hlm. 128. 
20 
 Masyarakat. Meskipun pemikiran tentang sistem sosial meliputi 
semua jenis kehidupan kolektif, satu sistem sosial khusus dan yang 
sangat penting adalah masyarakat, yakni “kolektivitas yang relatif 
mencukupi kebutuhannya sendiri, anggotanya mampu memenuhi seluruh 
kebutuhan kelektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya di dalam 
kerangkanya  sendiri”. Sebagai seorang fungsionalis struktural, Parsons 
membedakan (AGIL) yang dilaksanakan masyarakat itu. Ekonomi adalah 
subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan 
diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. 
Melalui pekerjaan, ekonomi menyesuaikan diri dengan lingkungan 
kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri 
dengan realitas eksternal. Pemerintahan (polity) (atau sistem politik) 
melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan 
kemasyarakatan antara empat struktur  atau subsistem dalam masyarakat 
menurut fungsi dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai 
tujuan. Sistem fiduciary (misalnya, di sekolah, keluarga) mengenai fungsi 
pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur  (norma dan nilai) 
kepada actor sehingga actor menginternalisasikan kultur itu. Terakhir, 
fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas komunitas kemasyarakatan 
(contoh,hukum), yang meng-koordinasikan berbagai komponen 
masyarakat.18 
 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuat suatu inti sari 
mengenai pendidikan dalam kerangkan teori fungsional struktural, yaitu 
                                                          
18 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, op.cit., hlm 146. 
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bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju equilibirium 
(keseimbangan) dan mengarah pada terciptanya tertib sosial. Kemudian 
tujuan utama dari institusi pendidikan di masyarakat adalah 
mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyrakat. Tugas dari 
pendidikan adalah menjaga tertib sosial dan mencegah masyarakat 
kehilangan peluang untuk meraih tingkat yang lebih baik. Pendidikan 
adalah kunci bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang baik demi 
membangun kehidupannya. Demi hal tersebut sistem  pendidikan harus 
memiliki relevansi dengan pengembangan ekonomi dan juga relevansinya 
dengan upaya membangun interaksi dengan masyarakat. 
 
2. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia 
1) Perubahan Paradigmatik dalam Dunia Hukum Modern 
 
 
 
 
Dunia hukum boleh diumpamakan sebagai bagian dunia fisik, maka 
dunian hukum juga pernah mengalami fenomena big bang, yaitu saat 
muncul hukum medern pada abad kedelapanbelas, seiring dengan 
kehadiran negara modern. Disebut sebagai big bang karena kelahiran 
hukum modern bagaikan tiba-tiba menciptakan suatu kultur kehidupan 
hukum yang baru di dunia. Hukum modern mengantarkan kehidupan dan 
peradaban manusia kepada suatu momentum terjadinya bifurkulasi.19  
                                                          
19 Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta: 
Genta Publishing, hlm. 57. 
L I 
SISTEM FIDUCARY 
KOMUNITAS 
KEMASYARAKATAN 
A G 
SISTEM EKONOMI SISTEM PEMERINTAHAN 
22 
Sejak saat itu kehidupan hukum dihadapkan kepada suatu 
persimpangan jalan, yag suatu jalan pencari keadilan, sedang yag lain 
jalan yang memusatkan perhatian pada pengoprasian hukum modern. Hal 
tersebut menimbulkan situasi yang cukup rumit, karena keduanya hampir 
bertolak satu sama lain. Sejak ribuan tahun sebelum kehadiran hukum 
modern, berbicara  mengenai hukum adalah berbicara mengenai keadilan 
(searching for truth). Hukum dianggap muncul secra alami dalam interaksi 
antara para anggota masyarakat dengan nama yang bermacam-macam, 
seperti natural law, traditional law, dan interactioal law. Selama ribuan 
tahun dikenal apa yang disebut hukum alam (natural law). Di sni, dunia 
hukum disebut sebagai tempat pertarungan hati (baca: keadilan) daripada 
pikiran (ratio).20 
Sepanjang sejarah tersebut, kehidupa masyarakat berputar di 
sekitar sumbu keadilan. Keadilan menjadi kaidah substansial.dinamika 
masyarakat dituntut oleh keinginan untuk memiliki tatanan sosial yang 
lebih adil. Bangsa kita mengenal adagium, “Raja adil raja disembah, raja 
lalim raja disanggah”. Inilah konstitusi sosial pada masa tersebut. 
Keadana segera berubah dengan kelahiran hukum modern. Berbeda 
sekali dengan tatanan sosial yang lama, maka tatanan yag diciptakan oleh 
hukum modern sarat dengan strukrur rasinal yang dibuat secara sengaja 
(purposeful).  
Seiring dengan munculnya negara modern, maka hukum modern 
tampil sebagai suatu institusi publik yang berciri khas (distinct). Maka tidak 
                                                          
20 Ibid., hlm. 58. 
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sembarang kaidah sosial boleh disebut hukum kecuali peraturan yang 
dibuat oleh suatu badan publik khusus (legislation, legislative body), 
diwakili oleh personel publik yang direkrut secara khusus pula, memiliki 
metodologi sendiri dan diadministrasi secara rasional.21 Sebagai bagian 
munculnya negara modern, maka kelahiran hukum modern telah 
merombak secara fundamental tatanan sosial yang lama menjadi suatu 
tatanan yang terstruktur secara rasional. Salah satu hal yang penting 
adalah tergusurnya keadilan sebagai satu-satunya parameter. Munculnya 
hukum modern yang memiliki karateristik sebagaimana disebutkan di atas, 
memasuki duia hukum tidak lagi semata-mata berburu keadilan, 
melainkan mengoprasikan subtansi hukum modern, baik peraturan 
maupun prosedurnya. Dalam kenyataan di masyarakat, penerapan 
peraturan dan prosedur itulah yang lebih dominan. Pengadilan, misalnya 
tidak lagi menjadi “rumah keadilan”, melainkan “rumah undang-undang 
dan prosedur’. Hakim, misalnya adalah seorang yang menggengam 
sertifikat, ijazah. Hakim harus direkrut dari mereka yang telah 
menamatkan pendidikan di fakultas hukum, bukan dicari orang-orang 
yang berintegritas tinggi dan memiliki rasa keadilan tinggi. Itulah, antara 
lain alasan dikatankannya bahwa telah terjadi big bang tersebut di atas. 
Sebuah dunia hukum baru terhampar di hadapan kita. 
Perlahan-lahan sejak saat itu hukum semakin bergeser menjadi 
teknologi.hukum menjadi teknologi, karena pekerjaan hukum yang sudah 
sarat dengan penerapan undang-undang berikut prosedur, membutuhkan 
                                                          
21 Ibid., hlm. 58. 
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keterampilan (skill) yang bersifat teknis dan tek nologis. Maka dapat 
dibicarakan tentang teknologi berperkara. Pembacaan sepintas tentang 
sebuah buku dari Bailey tahun 1995 berjudul “ To Be A Trial Lawyer” 
dapat memberikan kesan tersebut. Daftar isi buku tersebut mencantumkan 
topik-topik, antara lain:22 
a) A Command of the Languange 
b) What Preparation Really Means 
c) Managing A Trial 
d) Deadling with Judges 
e) Working with a Jury 
f) Calling a Witness 
g) An Approach to Cross Examination 
h) Arguing to a Judge of Jury 
i) What Appeals Are All About 
j)  Computers and Their Use in the Law 
Dari daftar tesebut tercermin pekerjaan macam apa yang akan 
dihadapi para lawyers di Amerika Seikat dan keterampilan apa saja yang 
perlu dikuasanya. Semua sudah menjurus kepada keterampilan 
teknologis, seperti seorang ahli mesin yang menguasai mesin, bagian-
bagiannya dan bagaimana mesin bekerja, sehingga mampu 
mengoprasikannya dengan baik.  
Tidak ada satupun hal yang berhubungan dengan keadilan, empati, 
kejujuran, dan modalitas spiritual lainnya. Menjadi sangat dimengerti 
                                                          
22 Ibid., hlm. 59. 
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mengapa muncul keluhan-keluhan terhadap bekerjanya pengadilan dan 
legal firms. Mempersiapkan lawyers seperti dicantumkan dalam daftar isi 
buku Bailey tersebut di atas menghasilkan ahli-ahli untuk memenangkan 
perang di pengadilan, seperti dikatakan oleh Pizzi, “..., it shows a trial 
system in which winningand losing are badly overemphasized and in 
which quality of one’s lawyers ... can be more important to the out-come of 
the case then the quality of the evidence “. Pizzi bicara mengenai  
‘procedure addict’ dikalangan pengadilan, saat mengatakan:23 
‘... it is also incredibly expesive as lawyers and judges in important 
criminal case eat up hours and sometimes even day what should be 
trial time in debate over technical evidentriary and procedural 
issues.”  
 
Mengenai kemerosotan kualitas mengadili (trial) yang sudah 
menjadi bisnis tersebut, pada waktu mengkritik law firms yang besar di 
Amerika Serikat, dengan sarkastis Marc Galanter mengatakan:24 
“... these are the modern firms with central directions and 
rationalized management presided over by full-time proffesional 
office managers. Legal service are seen as a product to be sold; 
clients are charged by the fraction of the hour for the time of each 
lawyer who work in their matter. The remnants of patrician airs and 
proffesional noblesse are further dispelled. Lawyers are more 
businesslike.” Lebih lanjut lagi, dengan mengutip sebuah pendapat 
Galanter, “... the legal profession is more concerned with the 
facilitation of business, with “getting things done” than with 
elleviating human suffering or with helping people...” Selanjutnya, 
“... fortified by the ideology that ... adversary confrontation will 
assure just result, eschews moral screening of clients interest... A 
good lawyers is like a good prostitute ... if the price is rights, your 
warm up your client.”  
 
Telah banyak dibicarakan tentang hal lawyers dan pengadilan di 
Amerika Serikat, tetapi rasanya juga sedang dibicarakan kondisi hukum di 
                                                          
23 Ibid., hlm. 60. 
24 Ibid., hlm. 60. 
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tanah air sendiri. Sampai sekarang model bantuan hukum di Indonesia 
tidak banyak berbeda dari Amerika Serikat, yaitu kapitalis dan liberal. 
Kendati sistem pengadilan berbeda, tetapi fenomena yang disebut Pizzi 
sebagai “procedur addict” mewarnai pengadilan dan peradilan dengan 
kuat. 
Di sini terjadi perubahan paragdimatik. Seperti dikatakan di atas, 
selama ribuan tahun masyarakat hanya berurusan dan berkepentingan 
dengan pencarian keadilan. Tipe ordenya adalah ‘orde keadilan’. Tetapi 
sejak memasuki hukum modern kita memasuki suatu tipe orde yang 
berbeda, yaitu ‘orde undang-undang dan prosedur’. Taruhan yang 
dihadapi juga mejadi berbeda. Orde hukum pra-modern yang menjadi 
taruhan adalah ‘manusia’ atau ‘kemanusiaan’, sedang dalam hukum 
modern, taruhan berubah dan lebih menekankan pada ‘peraturan’, 
’struktur’, ’prosedur’ dan sebagainya. Berdasarkan perubahan tersebut 
pada intinya tulisan tentang pendidikan yang ada di hadapan pembaca 
dibuat. 
2) Hukum Bersifat Teknologis dan Materialistis 
Sejarah sosial yang akhirnya melahirkan negara dan hukum 
modern yang sangat dibahas. Titik pangkal yang digunakan adalah abad 
ketujuhbelas dan delapanbelas. Abad-abad tersebut melahirkan Masa 
‘Aufklarung’ atau ‘Englightenment’ atau ‘Pencerahan’ di Eropa. Para 
pemikir dan penulis abad Pencerahan menggunakan kritik akal pikiran 
untuk memerdekakan alam pikiran rakyat dan takhayul (prejudice), dari 
penerimaan terhadap kekuasaan secara begitu saja (unexamined 
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authority), serta penindasan yang dilakukan oleh gereja dan kekuasaan. 
Bendungan lama, mitos-mitos lama telah jebol oleh hantaman gelombang 
cara berpikir, bersikap dan bertindak secara rasional. Tidak ada yang luput 
dari pengamatan dan ujian akal pikiran.25 
Rasionalitas dalam menata da menguasai masyarakat telah 
menjadi kehidupan sosial menjadi kehidupan yang terstruktur dan 
distrukturkan. Rasionalitas hukum menjadikan hukum modern menjadi 
suatu tipe hukum yag khas (distinct), yang berbeda sekali dengan tipe pra-
modern. Hukum yang mengalami restrukturisasi rasional tersebut berubah 
sifat dari hukum yang “luwes” menjadi “keras”. Inggris mencoba 
mempertahankan suatu sistem hukum yang didasarkan pada tradisi 
(common law). Common law merupakan perkembangan menarik 
ditengah-tengah gelombang civil law sebagai suatu legislated system 
yang melanda Eropa daratan. Dikatakan oleh Simpson:26 
“In the commo law system no very clear disitinction exist betwen 
saying that a particular solution to a problem is in accordance with 
the law, and saying that is the rational,  or fair, or just solution .... 
Legal justification reasoning does not depend upon a finite-closed 
scheme or permissible justification, not does it employed 
conceptions which are insulated wholly from lay con-ception. The 
language of the law is not a private language. The legal  and extra-
legal worlds are intimately associated, not separed...” 
 
Perbedaan yang signifikan antara hukum modern dan pra-modern 
tersebut, maka hukum modern harus mulai dari bawah dengan 
mendefinisikan kembali substansi hukum serta struktur dan 
manajemennya. Struktur rasional yang baru tersebut terdiri dari legislasi, 
                                                          
25 Ibid., hlm. 61. 
26 Ibid., hlm 62. 
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yudikatif dan eksekutif. Hukum berubah menjadi dunia yang asing 
(esoteric) memiliki “tata bahasa” sendiri (private language) yang sulit 
dipahami oleh ‘the extra legal world. 
Rasionalitas, strukturisasi, formulasi serta birokratisasi hukum, 
memberikan pukulan mematikan terhadap eksitensi hukum pra-modern 
yang jauh lebih alami. Perubahan besar seperti tersebut, maka hukum 
modern menjadi medan berkelebatnya para aktor hukum dan proses 
hukum yang menjadi sarat dan tuntutan identifikasi rasional serta 
persyaratan formal. Sejak saat itu, bukan manusia lagi yang berkelebat , 
tetapi manusia-hukum, status hukum dan sebagainya. Bukan proses 
kemanusiaan, bukan interaksi antara manusiaan lagi yang terjadi, 
melainkan interaksi antara manusia-hukum, status hukum. Orang tidak 
begitu saja masuk ke dalam (proses) hukum sebelum dipastikan apakah 
orang tersebut memiliki bukti dan kelengkapan (credentials) yang 
diperlukan. Tidak semua orang mendapat haknya, bagaimanapun orang 
tersebut berada dipihak benar, sebelum mengajukan bukti-bukti yang 
dapat diterima oleh orde hukum modern. Tidak seorang pun atau tidak 
siapa pun dapat menjadi hakim dan jaksa, bagaimanapun tinggi integritas 
dan rasa keadilannya, kecuali dapat membuktikan keputusan formal yang 
dikeluarkan oleh negara. 
Hukum modern yang sudah berubah tipe seperti tersebut 
membutuhkan pasukan yang akan mewakili pekerjaan-pekerjaan yang 
tersedia untuk mengoprasikannya. Di atas sudah disebut contoh 
diperlukannya hakim dan jaksa yang memiliki bukti diri formal untuk megisi 
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jabatan-jabatan tersebut. Hal tersebut berarti, ada lembaga yang juga 
dibentuk secara rasional untuk menyiapkan tenaga-tenaga tersebut. Maka 
dibentuklah institusi pembelajaran hukum, seperti fakultas hukum. Orang 
tidak bisa otodidak belajar hukum untuk kemudian melamar pekerjaan 
hukum. 
Situasi seperti tersebut, maka pembelajaran hukum yang menjadi 
pabrik yang memproduksi ahli-ahli hukum, tidak dapat secara bebas 
menentukan apa yang ingin diajarkan kepada para murid. Pembelajaran 
hukum harus menyiapkan tenaga-tenaga yang nanti menjadi operator yag 
menjalankan mesin hukum modern. Lembaga pendidikan hukum harus 
mengacu kepada peta besar hukum modern dengan ciri-ciri sepeerti 
disebutkan di muka. Apabila hukum modern sudah bergeser menjadi 
teknologi, maka kurikulum lembaga pendidikannya pun menjadi demikian.  
Dengan cara seperti tersebut, yaitu hukum berubah menjadi teknologi, 
maka hukum sudah kurang dapat dipercaya untuk menjaga kemanusiaan, 
atau menjadi bastion kemanusiaan. 
Salah satu aspek besar lain yang peting, yaitu masuknya 
kapitalisme dalam hukum dari pembelajaran hukum,. Kapitalisme tersebut 
menyebabkan hukum menjadi komoditas, seperti dikritik oleh Pizzi dan 
Spence di muka. Pengadilan bukan lagi menjadi tempat untuk mencari 
kebenaran. Di muka sudah disinggung, kator-kantor advokat bukan lagi 
berpapan nama “Kantor Keadilan”, melainkan “Perusahaan Hukum” (law 
firm). 
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Nuansa komoditas di sini sangat kuat. Persoalan pokokonya adalah 
bagaimana hukum menjadi alat dan teknologi untuk mendapatkan 
keuntungan materiel. Orang menjalani inisisasi (pendidikan hukum) untuk 
menjadi ahli hukum dengan cita-cita dan harapan untuk mendapatkan 
keuntungan dan kemewahan materiel. Orang belajar untuk lebih 
memenangkan suatu perkara dan tidak terlalu penting untuk memikirkan 
dimensi kemanusiaan hukum. 
Dengan amat bagus, Marc Galanter menggambarkan pergeseran 
pelayanan hukum di Amerika Serikat yang tidak lagi bersifat ‘individual 
practice’, tetapi berubah menjadi ‘hospital medicine’ dengan karateristik 
yang sudah diuraikan di muka. 
Teknokratisasi hukum dan masinalisasi hukum adalah sebutan 
yang tepat untuk menggambarkan sosok hukum modern yang sudah 
mengalami kooptasi oleh ekonomi, khususnya kapitalismel. Alat pengukur 
pun berubah. Proses-proses hukum menjadi kurang dilihat sebagai medan 
untuk memperjuangkan dan memunculkan keadilan, tetapi lebih diukur 
dengan ukuran-ukuran ekonomi dan materi. Dalam kepungan dunia 
tersebut, maka pendidikan hukum pun terseret masuk menjadi bagian dari 
“tim sukses” hukum yang sudah menjadi materialistis. Misalnya, 
pendidikan hukum berbasis kompetensi. Tidak heran apabila dalam 
atmosfer dunia seperti sekarang, kompetensi dikaitkan dengan hal-hal 
yang bersifat teknologis dan materialistis. Cara tersebt makin memperkuat 
pendidikan hukum sebagai bagian dari tim sukses tersebut di atas. 
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3) Pendidikan Hukum Yang Berdimensi Manusia dan 
Kemanusiaan 
Apabila ingin menjadikan pendidikan hukum sebagai avant garde 
dari perubahan kultur berhukum  di Indonesia, maka sebaiknya kita berani 
muncul dengan gagasan “pendidikan hukum yang berbasis manusia dan 
kemanusiaan”.27 Melalui cara tersebut maka seluruh kurikulum juga akan 
dirancang kembali menuju kepada gagasan baru tersebut, termasuk isi 
perkuliahan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pertama diusahakan 
agar filsafat yang mendasari pendidikan hukum bergeser  “dari profesional 
menjadi pro-manusia’. Dalam alam filsafat tersebut, maka setiap 
berhadapan dengan masalah hukum, kita tidak langsung berhadapan 
dengan “perkara hukum” , melainkan dengan “masalah manusia da 
kemanusiaan”. 
Pergeseran tersebut menjadikan pendidikan hukum, bukan  
pertama-tama dan terutama sebagai pendidikan teknologi dan profesional, 
melainkan menjadi tempat untuk mematangkan kemanusiaan. Mendidik 
mahasiswa untuk menjadi matang dalam kemanusiaan berbeda dengan 
mendidik mereka menjadi profesional hukum, atau operator mesin hukum. 
Bukan penguasaan materi hukum perdata, pidana, acara dan lain-lain 
yang didahulukan, melaikan didahulukan pendidikan “untuk menjadi 
manusia”. Semangat yang mendasari pendidikan hukum bukan 
bagaimana terampil dan kompeten secara profesional, melainkan 
bagaimana “menolong manusia yang susah dan menderita”. 
                                                          
27 Ibid., hlm. 65. 
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Gagasan pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan 
tersebut sejalan dengan kritik-kritik yang dilontarkan oleh Gerry Spence 
terhadap pendidikan hukum di Amerika Serikat. Spence mengatakan 
bahwa kelemahan para lawyer Amerika bukan terletak pada kompetensi 
profesionalnya, melainkan pada kelemahan mereka sebagai manusia. 
Ditulis oleh Spence bahwa:28 
“... But most lawyer don’t recognize their incompetence. That’s 
because their incompetence begins dont as lawyers, but as human 
beings ... Good trial lawyers not need be evolved persons 
underneath all the lawyer stuff . Good trial lawyers must be able to 
speak the ordinary language of the people”.   
 
Waktu pintu masuk ke pendidikan hukum dibuka, maka pertama-
tama para mahasiswa baru sudah dihadapkan kepada persoalan 
kemanusiaan yang  akan menjadi landasan dan modal penting bagi 
keahlian hukum mereka nanti. Dengan demikian, begitu mereka 
mengawali langkah ke dunia hukum, mereka segera disongsong oleh 
diskusi-diskusi soal-soal diseputar manusia, seperti keadilan, diskriminasi 
dalam masyarakat, kebenaran, penderitaan, mengasihi (caring), empati, 
kepedulian, keberanian (dare), dan compassion. Kompetisi-kompetisi 
kemanusiaan seperti itulah yang oleh Spence yang disebut sebagai 
“evolved person” yang harus mendasari profesionalisme para lawyer.  
Gagasan tentang pendidikan hukum berbasis manusia dan 
kemanusiaan mendorong para pengelola program pendidikan hukum 
untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi hal-hal dan cara-cara yang 
selama ini dijalankan. Selama ini, misalnya, adagium ”hakim memutus 
                                                          
28 Ibid., hlm. 66. 
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berdasarkan keyakinan” masih dibiarkan berlalu begitu saja (taken for 
granted), tanpa merasa perlu untuk melakukan elaborasi secara 
psikologis, padahal di situlah dimasukkan faktor-faktor psikis tersebut di 
atas. 
Mungkin, karena terlalu kuatnya positivisme dan legalisme dalam 
pendidikan hukum, maka hakim-hakim takut untuk bertindak progresif. 
Mereka lebih menjadi orang-orang yang setia mutlak kepada kata-kata 
undang-undang daripada menjadi hakim progresif yang berani menggali 
makna dan melakukan rule-breaking. Sikap tersebut tidak membantu 
Indonesia untuk keluar dari keterpurukan, seperti dalam penanganan 
perkara-perkara korupsi. 
Sebagai konsekuensi dari pergeseran arah pendidikan menuju 
pendidikan kemanusiaan, maka bantuan-bantuan seperti disiplin 
behavioral sciences untuk membantu menjadikan pendidikan hukum lebih 
berdimensi manusia dan kemanusiaan. Untuk mengakomodasi hal-hal 
tersebut barangkali dapat diberikan porsi yang lebih substansial terhadap 
diskusi daripada kuliah-kuliah konvensional (lecturing) belaka. Melalui 
diskusi-diskusi tersebut mudah-mudahan perkara-perkara hukum dapat 
ditarik untuk lebih mejadi perkara-perkara manusia dan kemanusiaan. 
Kita masih mempunyai satu keuntungan, karena pendidikan hukum 
kita dinamakan “fakultas hukum” dan bukan “fakulti undang-undang” 
seperti di Malaysia. Perbedaan tersebut hendaknya benar-benar 
dimanfaatkan, karena arti hukum jauh lebih luas daripada undang-undang. 
Dalam konteks buku ini, hukum dibaca sebagai institusi manusia dan 
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kemanusiaan, sehingga pendidikan hukum juga menjadi bastion dari 
manusia dan kemanusiaan. 
 
C. TInjauan Tentang Media Massa 
1. Pengertian Media Massa 
Leksikon komunikasi memberikan pengertian media massa sebagai 
"sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar". Definis Media 
Massa - Kata media massa berasal dari medium dan massa, kata 
"medium" berasal dari bahasa latin yang menunjukkan adanya berbagai 
sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, 
gambaran, perasaan dan yang pada pokoknya semua sarana aktivitas 
mental manusia, kata "massa" yang berasal dari daerah Anglosaxon 
berarti instrumen atau alat yang pada hakikatnya terarah kepada semua 
saja yang mempunyai sifat massif. Tugasnya adalah sesuai dengan 
sirkulasi dari berbagai pesan atau berita, menyajikan suatu tipe baru dari 
komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan fundamental dari masyarakat 
dewasa ini.29 
 Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar 
biasa, yang memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan 
saja dengan komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan 
tetapi juga dengan generasi yang akan datang. Dengan demikian maka 
media massa dapat mengatasi hambatan berupa pembatasan yang  
                                                          
29 Academia.edu, Peristiwa, Diakses dari 
http://www.academia.edu/5065773/PERISTIWA, Diakses pada tanggal 7 Juni 2014, 
Pukul 21.56 WITA. 
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diadakan  oleh waktu, tempat dan kondisi geografis. Penggunaan media 
massa karenanya memungkinkan komunikasi dengan jumlah orang yang 
lebih banyak. Setiap jenis  media  massa  mempunyai   sifat-sifat khasnya   
oleh karena itu penggunaannya juga harus diperhitungkan sesuai dengan 
kemampuan serta  sifat-sifat khasnya. 
 Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian 
informasi melalui media massa, media massa dapat dibagi menjadi dua 
jenis yaitu :30 
1) Media massa modern 
Media massa modern adalah media massa yang menggunakan 
teknologi modern yaitu media massa cetak dan media massa 
elektronik. Media massa cetak  adalah  media massa yang  dalam  
menyampaikan informasinya terlebih dulu harus dicetak 
menggunakan alat cetak. Media massa ini misalnya surat kabar, 
majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Media massa elektronik 
adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya 
menggunakan jasa listrik.Tanpa adanya listrik media massa ini 
tidak akan dapat berfungsi misalnya radio dan televisi. 
2) Media massa tradisional 
Media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi 
pada jaman dulu, lebih banyak menggunakan media massa 
tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, dan seni tradisional. 
                                                          
30 Academia.edu, 11 Elemen Komunikasi Massa, Diakses dari 
http://www.academia.edu/3690323/11_elemen_komunikasi_massa, Diakses pada 7 
Juni 2014, Pukul 22.03 WITA. 
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2. Fungsi Dan Peranan Media Massa 
Media massa, baik media massa cetak maupun elektronik di 
belahan dunia manapun memiliki fungsi dan peranan  yang kurang lebih 
sama. Sering dikatakan pers atau media massa memiliki empat fungsi dan 
peranan  yang menonjol yaitu sebagai media informasi (to inform), 
mendidik (to educate), menghibur (to entertain) dan menggugah atau 
mempengaruhi (to influence). Berbagai fungsi tersebut dapat dijabarkan 
sebagai berikut:31 
1) Memberikan informasi 
Media massa memberikan informasi  (to inform), entah informasi 
tentang peristiwa yang sedang terjadi, gagasan atau pikiran 
seseorang. Orang membaca surat kabar (koran), majalah, 
menonton televisi, mendengar radio atau mengakses media online 
terutama karena mereka ingin mencari informasi yang 
dibutuhkannya. Misalnya, informasi tentang lapangan kerja, 
informasi tentang cuaca, kesehatan, lembaga pendidikan 
berkualitas, informasi bisnis dan sebagainya. 
Hadirlah surat kabar harian (koran), mingguan, majalah bulanan, 
radio, televisi. Ada media yang bersifat umum, artinya media 
tersebut menyajikan informasi dalam cakupan yang luas.  Ada juga 
media yang membatasi penyajiannya untuk soal-soal khusus. 
Misalnya, koran bisnis/ekonomi, majalah hukum dan kriminalitas, 
                                                          
31 Dion DB Putra, Peranan Media Massa Dalam Penyuluhan Hukum, Diakses dari 
http://www.dionbata.com/2013/11/peranan-media-massa-dalam-penyuluhan.html, 
Diakses pada 7 Juni 2014, Pada Pukul 21.00 WITA 
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majalah politik, televisi berita (CNN, Metro TV) dll. Sering dikatakan 
media merupakan sumber informasi publik 
2) Mendidik 
Media massa melakukan edukasi (to educate). Lewat 
pemberitaannya, media massa ikut memberi pencerahan, 
mencerdaskan dan menambah wawasan khalayak pembaca, 
pendengar atau pemirsanya. Dalam konteks hukum, pers 
menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga 
masyarakat maupun sebagai warga negara. Dalam kenyataan 
sehari-hari, tidak sedikit orang yang tidak tahu apakah sesuatu 
sudah menjadi produk hukum positif atau belum. Mereka tidak 
menghiraukannya dan baru merasakan atau  memikirkannya 
apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran 
tersebut. Mereka baru  merasakan adanya hukum apabila 
kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. Di sinilah 
pers atau media massa ikut memberikan pencerahan, memberi 
tuntunan. 
3) Menghibur 
Media massa juga menghibur (to entertain). Hal hal yang bersifat 
menghibur sering Anda temukan di media massa seperti berita 
seputar selebritis, cerita tentang gaya hidup, hobi komunitas, dll. 
Sulit dipungkiri bahwa media massa  sudah merupakan panggung 
tontonan.  Media dikemas serba entertain, populer. Kecuali menarik 
juga menghibur. Unsur entertain sangat menonjol di media 
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elektronik terutama televisi. Media massa cetak juga menyajikan 
hal-hal yang menghibur itu tapi dengan pola kemasan yang 
berbeda. 
4) Mempengaruhi (kontrol sosial) 
Media massa menggugah atau mempengaruhi (to influence). Media 
yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan 
fungsi kontrol sosial (social control). Yang dikontrol bukan cuma 
penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, bisnis, 
militer, institusi hukum tetapi juga berbagai persoalan di dalam 
kehidupan masyarakat.  Dia menjadi “anjing penjaga” yang terus 
menggongong. Media massa juga menggugah perhatian dan 
perasaan khalayak terhadap suatu permasalahan yang sedang 
terjadi. Misalnya, mengangkat fenomena tingginya anak usia 
sekolah di NTT yang terpaksa bekerja  karena kesulitan ekonomi 
keluarganya. Dengan mengungkap realitas itu diharapkan muncul 
perhatian atau bantuan konkrit dari berbagai pihak yang peduli. 
Adapun peran media massa ialah: pertama, media dapat 
memperluas cakrawala pemikiran. Kebanyakan orang yang hidup dalam 
masyarakat tradisional menganggap media memiliki kekuatan gaib 
sewaktu pertama kali mengenalnya sebab media massa dapat membuat 
seseorang melihat dan mengetahui tempat-tempat yang belum pernah 
dikunjunginya serta mengenal orang-orang yang belum pernah 
ditemuinya. Media telah membantu masyarakat Negara sedang 
berkembang mengenal kehidupan masyarakat lain sehingga mereka 
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memperoleh pandangan baru dalam hidupnya. Media massa dapat 
menjadi jembatan peralihan antara masyarakat tradisional kearah 
masyarakat modern. Kedua, media massa dapat memusatkan perhatian. 
Masyarakat tradisional yang bergerak ke arah modern sedikit demi sedikit 
mulai menggantungkan pengetahuannya pada media massa sehingga 
hal-hal mengenai apa yang penting, yang berbahaya, apa yang menarik 
dan sebagainya berasal dari media. Akibatnya lama kelamaan masyarakat 
mulai meninggalkan kebiasaan atau budayanya dan menganggap budaya 
tersebut sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Oleh karena itu, 
media massa harus bisa memutuskan dengan tepat informasi atau rubrik 
apa yang akan disampaikannya sebab media dapat mempenggaruhi pola 
pikir masyarakat dan membangkitkan aspirasi masyarakat. Ketiga, media 
massa mampu menumbuhkan aspirasi. Secara tidak langsung aspirasi 
masyarakat tumbuh melalui siaran-siaran atau informasi yang 
disampaikan media massa. Banyak hal-hal baru yang disampaikan oleh 
media, misalnya dari gaya berpakaian atau potongan rambut yang 
membuat masyarakat terdorong untuk melakukan atau menggunakan hal 
yang sama seperti yang dilihat mereka melalui media. Hal penting yang 
perlu disadari dan diperhatikan bahwa terkadang aspirasi yang berlebihan 
akan membawa resiko dan buruknya hal tersebut tidak dianggap sebagai 
suatu kesalahan.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode 
penelitian hukum sosio-yuridis. Metode penelitian hukum sosio-yuridis 
adalah metode penelitian yang mengamati fakta sosial yang terjadi di 
masyrakat kemudian menilai fakta sosial tersebut terkait dengan nilai dan 
cita-cita hukum yang digariskan secara normatif di dalam peraturan 
perundang-undangan. Penelitian yang  dilakukan bersifat deskriptif yaitu 
menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu 
kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif 
yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 
Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti 
atau memahami gejala yang diteliti.Penulis melakukan penelitian dengan 
tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechsbeginselen) yang dapat 
dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak 
tertulis. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Perusahaan 
Tribun Timur di wilayah hukum Kota Makassar. Penulis memilih lokasi 
tersebut sebab tempat tersebut merupakan salah satu perusahaan media 
massa cetak yang mana penulis berasumsi bahwa Perusahaan Tribun 
Timur memiliki konsep pendidikan hukum melalui media massa cetak 
yang penulis ingin ketahui lebih dalam. 
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B. Jenis dan Sumber Data 
1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan 
perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer 
yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni : Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers 
2) Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 
yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar 
atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus 
yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. 
Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah 
doktrin–doktrin yang ada  di dalam buku, jurnal hukum dan internet. 
3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan 
hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data Studi Pustaka (Library Research) dan Wawancara 
(Interview).  
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1. Studi Pustaka (Library Research) merupakan telaah pustaka, 
dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, 
literatur-literatur, ataupun dengan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas.  
2. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
seorang responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara 
berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang 
disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. 
Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang 
peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (open 
interview), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa 
bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban 
“ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan 
mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara 
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kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
44 
BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pendidikan Hukum Yang Ideal Melalui Media Massa Cetak  
di Kota Makassar 
 Media massa merupakan pilar kelima pendidikan setelah keluarga, 
sekolah, masyarakat, dan rumah ibadah. Media massa dapat memainkan 
peran dalam pendidikan informal melalui informasi atau berita. Pada era 
kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini, media 
massa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar 
dalam pembentukan karakter masyarakat. Hal ini harus dapat dilihat 
dengan jeli oleh para praktisi pendidikan, sehingga dapat melakukan 
rekonstruksi terhadap metode pembelajaran konvensional. 
 Mengenai peran atau fungsi media, terdapat enam point yang 
menjadi fungsi utama, yaitu fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi 
mempengaruhi, fungsi perkembangan mental, fungsi adaptasi lingkungan, 
dan fungsi memanipulasi lingkungan. Selama ini pendidikan di Indonesia 
lebih mengutamakan aspek kognitif atau aspek intelektual yang 
mengedepankan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan berpikir. 
Bagi negara berkembang mengutamakan penyerapan ilmu pengetahuan 
dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan terhadap negara yang telah 
maju. 
 Lembaga pendidikan mampu mencetak lulusan yang hafal teori-
teori pelajaran, pintar menjawab soal-soal pertanyaan, dan selembar surat 
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tanda tamat belajar dengan nilai tinggi. Namun, mempukah mencetak 
manusia-manusia bermoral dan beriman serta siap menghadapi 
tantangan, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab? Kenyataannya, 
pendidikan hanya mencari nilai bukan ilmu, pendidikan hanya sebagai 
syarat bukan pengetahuan, maka ditempuh dengan berbagai macam cara 
untuk mewujudkannya. Akhirnya yang muncul lulusan-lulusan yang siap 
kerja tapi tidak bisa bekerja, siap naik karier tapi tidak mampu berpikir dan 
siap meraih prestasi tapi tidak mampu beradaptasi. 
 Meletakkan dan menyadari dengan sungguh-sungguh pendidikan 
hukum sebagai subsistem dari sistem hukum sangat penting dan 
mendasar. Pendekatan ini akan memungkinkan pendidikan hukum 
tersusun secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis maupun 
praktis dengan semua komponen sistem hukum. Selama ini pendidikan 
hukum ditempatkan sebagai suatu yang berdiri sendiri. Hal ini 
mengakibatkan pendidikan hukum beserta hasil-hasilnya kurang 
fungsional dalam mengembangkan dan mengisi secara tepat komponen 
subsistem hukum yang lain. Ada berbagai pendekatan baru dan 
percobaan menyusun struktur dan isi pendidikan yang baru, tetapi tetap 
belum berhasil meniadakan semacam keterpisahan dengan sub-sub 
sistem hukum lainnya. 
 Hal di atas terjadi dan bersumber antara lain pada pemakaian arti  
sistem hukum itu sendiri. Struktur dan isi pendidikan hukum dari dahulu 
sampai sekarang sangat ditekankan pada sistematik dan isi kaidah 
hukum. Sadar atau tidak sadar, keadaan tersebut menumbuhkan pola 
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pikir bahwa sistem hukum tidak lain dari kumpulan tatanan aturan hukum 
tertulis dan tidak tertulis. Melalui pendidikan hukum tidak hanya dihasilkan 
ahli-ahli hukum yang mengetahui seluk-beluk aturan hukum, penerapan 
hukum dan akan mengisi kelembagaan di bidang hukum, tetapi ikut 
“menciptakan” dan “mengembangkan”  hukum melalui ajaran hukum dan 
analisis hukum. Dalam kenyataan tidak demikian. Hal ini terlihat pada 
kebijakan pembangunan hukum di masa Orde Baru. Pembangunan atau 
pembaharuan pendidikan hukum ditempatkan sebagai komponen 
pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan hukum terlepas dan 
tidak merupakan bagian integral pembangunan atau pembaharuan 
hukum. 
 Semestinya, untuk menjamin pembangunan atau pembaharuan 
hukum sebagai suatu sistem pendidikan hukum harus ditempatkan 
sebagai suatu kesatuan dengan pembangunan hukum. Demikian pula 
pengajaran hukum harus dilihat dan diletakkan dalam perspektif sistem 
hukum, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dengan cara pandang yang 
demikian, diharapkan hasil pendidikan hukum akan serta merta sesuai 
dan memenuhi kebutuhan sub-sub substitusi hukum lainnya. 
 Salah satu komponen yang dapat membantu pembaharuan hukum 
dalam aspek pendidikan hukum yaitu media massa yang dalam penelitian 
ini penulis fokuskan pada media massa cetak. Media massa cetak 
merupakan alat yang sangat efisien dalam menyebarkan ilmu 
pengetahuan. Sifatnya yang dapat menyentuh keseluruhan strata sosial 
dapat dengan mudah mengirimkan pengetahuan tertentu kepada setiap 
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anggota masyarakat. Pendidikan hukum yang juga merupakan salah satu 
bagian tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya juga dapat 
memanfaatkan media massa cetak sebagai alat mendidik yang efisien. 
 Sebelum merumuskan bentuk pendidikan hukum yang ideal melalui 
media massa cetak, terlebih dahulu penulis harus meluruskan sifat yang 
dapat dipandang kontradiksi antara media massa sebagai alat dengan 
ilmu pengetahuan sebagai bahan. Sudah menjadi prinsip ideal dalam 
dunia media massa, bahwa media haruslah bersifat netral (tidak memihak) 
terhadap suatu perkara apapun. Setiap fakta, apalagi itu fakta politik dapat 
saja memiliki dua atau lebih sisi pandang. Media massa yang pada 
hakikatnya sebuah institusi sosial independen tidak boleh memihak pada 
salah satu sisi dari sebuah fakta. Media hanya dapat menginformasikan 
berbagai sisi dari suatu fakta tanpa memberikan penilaian terhadapnya. 
Inilah sifat netral media massa sebagai manifestasi dari independensi 
media massa. 
 Dihadapan lain ilmu pengetahuan memiliki sifat yang objektif. 
Artinya ilmu pengetahuan memberikan penilaian terhadap suatu 
fenomena yang terjadi. Ilmu pengetahuan berpihak pada sisi-sisi tertentu 
dari suatu fakta. Keberpihakan inilah yang selalu dianggap sebagai bagian 
yang kontradiksi dari sifat netralitas media massa. Inilah hal yang perlu 
penulis luruskan. Sifat netralitas media massa hanya ada pada sesuatu 
yang sifatnya opini dari sebuah fakta, bukan untuk fakta yang telah melalui 
rasionalisasi dari ilmu pengetahuan. Misalnya sebuah fakta yang dapat 
dikategorikan sebagai fakta hukum, ketika fakta hukum tersebut telah 
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dianalisis secara rasional dalam ilmu pengetahuan hukum, maka fakta 
tersebut telah memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Media massa dalam hal ini dapat menginformasikan penilaian atas 
fakta hukum tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini tentu tidak 
bertentangan dengan sifat netralitas media massa yang menjadi 
prinsipnya. 
 Penelitian mengenai konsep pendidikan hukum yang ideal melalui 
media massa cetak di Kota Makassar telah mengarahkan penulis pada 
salah satu institusi media massa cetak di Kota Makassar. Penulis 
kemudian melakukan wawancara dengan Haripudin, selaku redaktur 
hukum dan kriminal di PT. Media Fajar Koran.32 Menurut beliau: 
“Media massa itu kan salah satu fungsinya adalah memberikan 
pendidikan ke masyarakat. Nah kalau ditanya bagaimana idealnya 
yah bagusnya tiap hari ada rubrik konsultasi hukum.” 
 
 Penulis kemudian menanyakan lebih lanjut mengenai rubrik 
konsultasi, beliau menjelaskan: 
“Rubrik konsultasi itu salah satu bagian di koran yang menyediakan 
konsultasi permasalahan hukum dari masyarakat. Nah nanti itu 
akan dijawab oleh pakar hukum yang bekerja sama dengan kami. 
Kalau sekarang itu yah ada dua, ibu Prof. Farida sama pak Prof. 
Arfin. Itupun cuman setiap hari minggu ada rubrik konsultasi.”  
 
 Terkait jadwal terbit dari rubrik konsultasi, beliau menjelaskan lebih 
lanjut: 
“Yah itu memang cuman ada kalau hari minggu. Agak susah kalau 
kita mau terbitkan tiap hari, karena pemilihan rubrik itukan sesuai 
selera masyarakat juga. Selain itu tergantung rating juga, nah untuk 
saat ini yah rating rubrik konsultasi belum cukup untuk ditampilkan 
tiap hari.” 
                                                          
32 Haripudin S.H., Redaktur Hukum Dan Kriminal, PT. Media Fajar Koran, wawancara 
pada tanggal 17 November 2014, Pukul 10.22 WITA. 
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 Penerbitan mengenai kolom khusus yang memberikan konsultasi 
hukum di dalam media massa cetak ternyata juga bergantung pada rating 
dari kolom tersebut. Hal ini dalam satu sisi dapat dianggap wajar 
mengingat bahwa media massa cetak juga merupakan sebuah 
perusahaan swasta yang tentunya mengejar profit. Berbicara masalah 
bentuk pendidikan hukum ideal melalui media massa, penulis dapat 
merumuskan prosesnya sebagai berikut: 
 
24/7 
 
 
 
 
 
 
 Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap permasalahan hukum 
yang dialami anggota masyarakat dapat diberikan kepada institusi media 
massa. Permasalahan tersebut selanjutnya diberikan kepada ahli-ahli 
hukum untuk diberikan penilaian (legal reasoning) dan solusi hukum. 
Selanjutnya institusi media massa mengabarkan solusi dari ahli hukum 
Pengaduan 
Masyarakat 
 
Institusi Media 
Massa 
Analisis Masalah 
Masyarakat Oleh 
Ahli-Ahli Hukum 
Solusi 
Pengaduan 
Masyarakat 
 Peraturan 
Perundang-
undangan 
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tersebut kepada masyarakat luas. Skema di atas mungkin sudah 
dilakukan oleh beberapa media massa pada hari ini, namun jika dilihat 
secara lebih detail, terdapat satu kata kunci yang menjadikan skema di 
atas berbeda dari yang sudah ada. Terdapat angka 24/7 pada skema di 
atas yang bermaknakan bahwa proses yang terjadi haruslah selama kurun 
waktu 24 jam dalam 7 hari. Masyarakat dapat memberikan permasalahan 
hukumnya kepada media massa selama 24 jam dalam 7 hari dan 
pemberian solusinya juga tetap selama 7 hari namun mengikuti jadwal 
penerbitan media massa. 
 Selain memberikan solusi terhadap permasalahan hukum 
masyarakat, media massa cetak juga harus menjadi alat sosialisasi 
peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum yang dilahirkan 
baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif haruslah 
disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab peraturan tersebut dibuat dan 
ditujukan untuk kepentingan hukum masyarakat. Media massa dalam 
konteks ini haruslah mengambil peran sebagai corong informasi peraturan 
perundang-undangan bagi masyarakat. Hal ini penting untuk 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mana akan penulis 
bahas pada sub-bab selanjutnya. 
 Media massa melakukan edukasi (to educate) terhadap 
masyarakat. Lewat pemberitaannya, media massa ikut memberi 
pencerahan, mencerdaskan dan menambah wawasan khalayak pembaca, 
pendengar atau pemirsanya. Dalam konteks hukum, media massa 
menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga 
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masyarakat maupun sebagai warga negara. Dalam kenyataan sehari-hari, 
tidak sedikit orang yang tidak tahu apakah sesuatu sudah menjadi produk 
hukum positif atau belum. Mereka tidak menghiraukannya dan baru 
merasakan atau  memikirkannya apabila telah melanggar hingga 
merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru  merasakan adanya 
hukum apabila kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. 
Di sinilah pers atau media massa ikut memberikan pencerahan, memberi 
tuntunan. 
 
B. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui 
Pemberitaan Media Massa Cetak Di Kota Makassar 
 Berbicara masalah peningkatan kesadaran hukum sangat erat 
kaitannya dengan proses sosialisasi hukum. Namun sebelum membahas 
relevansi antara keduanya, perlu penulis uraikan terlebih dahulu konsep 
mengenai kesadaran hukum. Krabbe memberikan ulasan tentang 
kesadaraan hukum:33 
“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het 
rechtsoordel over eenig concereet geval, doch het in ieder mensch 
levend bewustzijn van wat recht is of behoort tezijn, een bepaalde 
categorie van ons geetesleven, waardoor wij met onmiddellijke 
evindentie los van positive instellingen scheiding maken tusschen 
recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad 
schoon en leekijk”. 
 
Terlihat di atas bahwa bagi Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya 
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia 
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 
                                                          
33 Achmad Ali, 1998, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif 
Watampone, hlm. 191. 
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Bagi penulis, definisi Krabbe di atas sudah cukup menjelaskan apa 
yang dimaksud kesadaraan hukum. Pengertian itu akan lebih lengkap jika 
ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang 
hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, seperti yang 
dikemukakan Paul Scholten:34 
“De term rechtbewustzijn is dubbelzinnig. Hi duidt ten eerste 
categorie van het individueele geestesleven aan, doch dient tegelijk 
om het gemeenschappelijke in oordelen in een bepaalden kring aan 
te wijzen... Wat we ‘rechtsbewustzijn’ noemen is in dit verbandt niet 
anders dan een min of meer vage voorstelling omtrent wat recht 
behoortte zijn...”. 
 
Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum 
menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu 
peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang 
bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu 
tidak melakukan pencurian jika pada saat di mana ada tuntutan 
mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang 
ia sangat sayangi yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal 
karena tak ada biaya pengobatannya. 
Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum 
yaitu :35 
1. Pengetahuan tentang hukum; 
2. Pengetahuan tentang isi hukum; 
3. Sikap hukum; 
4. Pola perilaku hukum. 
                                                          
34 Ibid., hlm. 192. 
35 Ibid., hlm. 194. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesadaran hukum 
merupakan hal yang paling mendasar dari terciptanya ketaatan hukum. 
Namun sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono 
Soekanto bahwa kesadaran hukum itu sendiri memiliki tahapan-tahapan 
mental. Pertama, pengetahuan tentang hukum yaitu pengetahuan 
seseorang mengenai ada atau tidaknya aturan hukum tertentu terhadap 
kondisi tertentu. Misalnya pengetahuan seseorang mengenai ada atau 
tidaknya aturan hukum tentang lalu lintas atau tidak. Kedua, pengetahuan 
tentang isi hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai isi dari suatu 
aturan hukum. Jadi setelah seseorang mengetahui adanya suatu aturan 
hukum, maka tahap mental selanjutnya adalah pemahamannya mengenai 
isi dari aturan tersebut. Misalnya pengetahuan seseorang bahwa ketika 
melanggar rambu lalu lintas, seorang polisi dapat menilangnya dengan 
mengenakan denda ataupun dengan dibawa ke pengadilan. 
 Ketiga, sikap hukum yaitu respon tertentu dari seseorang terhadap 
aturan hukum tertentu. Jadi setelah mengetahui isi dari aturan hukum, 
maka selanjutnya seseorang akan memberikan respon terhadap aturan 
tersebut, apakah akan menolak atau menerima aturan tersebut. Keempat, 
pola perilaku hukum yaitu serangkaian perilaku tertentu yang sesuai 
dengan isi dari aturan hukum tertentu. Misalnya aturan tentang lalu lintas 
yang merumuskan bahwa setiap pengendara kendaraan roda dua harus 
mengenakan helm standar, maka seseorang yang memiliki pola perilaku 
hukum akan mengenakan helm standar ketika mengendarai sepeda 
motor. 
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 Kesadaran hukum tidak timbul secara sendiri, dibutuhkan 
penginformasian mengenai aturan hukum kepada masyarakat. 
Penginformasian inilah yang biasa disebut sebagai sosialisasi hukum. 
Sosialisasi hukum penting agar suatu aturan hukum dapat berlaku secara 
efektif. Proses sosialisasi undang-undang haruslah bertujuan:36 
(1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui 
kehadiaran suatu undang-undang atau peraturan; 
(2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi 
suatu undang-undang atau peraturan; 
(3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri 
(pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki 
oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut. 
 Berdasarkan tujuan dari proses sosialisasi aturan hukum yang 
dijelaskan oleh Achmad Ali di atas, selama ini penulis melihat sangat 
jarang terdapat penginformasian mengenai keberadaan maupun isi suatu 
aturan hukum yang dilakukan oleh media massa cetak di Kota Makassar. 
Seperti yang telah penulis bahas pada sub-bab sebelumnya, media 
massa cetak di Kota Makassar masih berfungsi sebagai media konsultasi 
hukum bagi masyarakat. Media massa cetak di Kota Makassar belum 
memaksimalkan fungsinya sebagai alat sosialisasi yang efisien dan efektif 
bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya informasi 
masyarakat mengenai suatu aturan hukum menyebabkan rendahnya 
kesadaran hukum (pola perilaku hukum) di kalangan masyarakat. 
                                                          
36 Ibid., hlm. 195-196. 
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 Pemberitaan tertentu melalui media massa tentu akan 
menimbulkan opini publik tertentu dari masyarakat. Opini publik ini dapat 
berupa opini negative maupun opini positif. Namun seharusnya setiap 
opini itu haruslah dibentuk berdasarkan kelengkapan informasi, termasuk 
informasi aturan hukum dari suatu kasus tertentu, dari media massa cetak. 
Pemberian informasi yang memadai kepada masyarakat akan mendidik 
masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas. Pengaruh media massa 
cetak dalam membentuk opini publik termasuk opini publik dalam bidang 
hukum, cukup besar. 
 Pemberitaan yang membesar-besarkan di media massa cetak 
tentang beratnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku 
kejahatan akan berdampak pada timbulnya rasa takut bagi warga 
masyarakat lain untuk tidak ikut melakukan kejahatan tersebut. 
Sebaliknya, pemberitaan di Koran-koran yang membesar-besarkan 
kesuksesan penjahat dalam melakukan aksi kejahatannya dan kegagalan 
aparat kepolisian untuk menangkap mereka, jelas dapat berdampak 
negatif, di mana warga masyarakat akan menilai bahwa pihak kepolisian 
belum cukup professional untuk menghadapi tugas utama mereka, yaitu 
menanggulangi kejahatan.37 
 
 
  
                                                          
37 Ibid., hlm. 200-201. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menari kesimpulan, yaitu: 
1. Bentuk pendidikan hukum yang ideal melalui media massa cetak di 
Kota Makassar adalah dengan menyediakan rubrik konsultasi 
hukum dan penginformasian keberadaan dan isi dari suatu aturan 
hukum tertentu. Rubrik konsultasi hukum berfungsi untuk 
memberikan solusi hukum (legal solving) mengenai permasalahan 
hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Selain itu 
penginformasian mengenai keberadaan dan isi dari suatu aturan 
tertentu juga merupakan bagian dari pendidikan hukum yang dapat 
dilakukan oleh media massa cetak di Kota Makassar.  
2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberitaan 
media massa cetak di Kota Makassar belum maksimal. Selama ini 
media massa cetak hanya memberikan wadah konsultasi hukum 
bagi masyarakat. Media massa cetak di Kota Makassar belum 
melakukan penginformasian keberadaan maupun isi dari suatu 
aturan hukum tertentu. Kurangnya informasi masyarakat mengenai 
suatu aturan hukum menyebabkan rendahnya kesadaran hukum 
(pola perilaku hukum) di kalangan masyarakat. 
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B. Saran 
 Adapun saran dari penulis, yaitu: 
1. Diperlukan penerapan dari bentuk pendidikan hukum yang ideal 
melalui media massa cetak di Kota Makassar. Hal ini dipandang 
penting sebab media massa cetak merupakan alat yang efisien dan 
efektif dalam memberikan suatu pendidikan massal kepada 
masyarakat. 
2. Diperlukan penginformasian mengenai keberadaan maupun isi dari 
suatu aturan hukum tertentu dari melalui media massa cetak di 
Kota Makassar. Adanya pengetahuan mengenai aturan hukum 
tertentu merupakan awal dari terbentuknya ketaatan hukum dari 
masyarakat. 
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